
BABI 

PENDAHUl.UAN 

fllcgal logging telah menimbulkan multidimensi yang bcrhubungan dengan 

a�ek ekonomi, sosial, budaya dall lli1gkungan. Hal tcrsebut merupakan konsekuensi 

logis dari fungsi hutan yang pada bakckamya adalah sebuah ekos1stcm y2llg di 

dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yuitu fungsi produksi, fungsi lingkungWl serta 

fungsi sosial. 

Dampak terhadap kerusakan hutru1 di Indonesia menurut tlat.a dari Dcpa.-temcn 

Kenutan:m Tahun 2010 rnrnyeb11!Y.ao bahwa luas butan Indonesia yang rusak 

mencapai 43 juta hektar dari total I 20,35 hektar dengan laju degradasi d11lam tiga 

ta.'tu.1 terakhir rnencapai 2.1 juta helctar pertahun. Sejumlah !&p<>r:m oahkan 

m..:nyebutkan antata 1,6 sampai 2.4 juta hektar hutan Indonesia hi!ang setiap tahunnya 

atau Sil!Da dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap mer.itnya. Data terlr>..ru 

dari Departemen Kchubnan menyebutkan bahwa laju k<-rusakan hutan di Indonesia 

telah mencapai 3,8 juta heklar per tahun dan neg:ira telah kebilangao Rp. 8,3 miliar per 

hari a.kibat i!lega/ lugging.1 

Berdasarkan press release dari Oepartemen Kehutanan pa<la tanggal 15 Januari 

2010 bahwa kayu·kayu yang diseludupkan dari Kalimantan. Papua, Smuatcr:i Utar:t, 

Jambi. Ri&u clan Nanggroe Acch Darussalam mfocepai 10 juta hektar per ta11wi, 

1 Nurdj&na, dkk. Kon1,rul tia11 f/legal lo_iigmg l>alam S1sr� De.r, nrralu,.,-;, Puslahl PciJjat, 
Yogyakano, 2010, hal. 11. 
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seda.,gkan penebangan dan peredaran kayu secara liar dalwn neged menc;.pai 50,7 

juta meter kub!!< per tahun, dengan perkiraan kerugian finansial yang dit.anggung oleh 

negara sebesa: Rp. 30.42 trilyun per tahun. 

Hutan juga merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai 

permasalahan lingkungan hidup global. Terlepas dari bagaimana implementasi 

pengelolaan hutan di lapangao. 2 

Kawasan butan adalah wilayah-Y.ilayah tertentu yang dite!.2pkan pemerintah 

untuk dipertaha.nkan scbagai kawasan hutan tctap. Se!anjumya. kaW&Srul huum adalab 

v.ilayah yang sudah b.:rhut.an atau yang tidak berhutau ke;:nudian ditetapkan 

penguasaannya bagi n.:gara. Kawasan-kawasao huu:n. se!ur.ihnya merupakan .,.,;layah

wilayllh yang dalam land use planning tdah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang 

kehutanan yang didasarkan pada kcbutuhan �rta k�pcntingan masyar:ik111 fndonesiJ, 

Dalam pengertian se.:ara luas dikandung maier.a babwa pada setiap kawasao 

hutao tidak sclalu di:irt:ikan keseluruhao Y.ilayahnya bcrhuten. Tennesuk, tanah yang 

tidak berhutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hutan. SebalLlcnya, suatu kawasan 

hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan butan karcna adanya 

berbagai kepentingan dan pcnggunarui yang dtanggap o!ch pemerinuh l!lelalui 

persetujuan Menteri Kehutanan. 

Penebangan hutan secara liar :itau lebih dtl<enal dengan istilah Illegal logginJ! 

seh1.in° memberikan kerugi:in kepada keuangao pemenntah juga dapat ruenyebabklln 

'Jbid, hal. 13. 
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bencana alam, sepeni banjir, rusaknya ekosistem kehidupan sehinggn selain 

merugikan masyarakat secara luas juga merugikan hewan yang hidup di dalam butan. 

Oleh sebab itu hal-hal yang rnengakibatkan kerugian tersebut khlll>'1Sllya kepada 

masytuak.at harus ditelaah sebagai suatu pcrbuatan yang merupakan tindak pidann. 

B::lum lagi masalah kebabran hutan yang diakibatkan oleh illegal fogging 

yang ter.1s mera.mbah li..-ita.q batas negam. Masalah pcncemaran udara. sepcrti asap, 

kebakaran hutan, emisi industri, mobil dan lain-lain yang sudah merupakan mnsalah 

nas1onal, secara intcmasionru tcrutama masalah pencemaran udam yang diakibatkan 

kebaY.ar.m hutan di Sumatere da.'1 Kal!m&ntan baru dimulai Hal in.i terlih.'lt da.-i 

perhatian yang. bcgitu besar baik dari peme1int&h Indonesia, Singapura m:iupun 

Malaysia, bahklln sekitar akhir bulan Oktober 1994 telah diadakr.n in.formal me�ting 

wakit-.... >akil terkait ke:iga negars ters::but yang khllius m�babas m:isalah 

pencemaran udara J 

Pada kajian skripsi ini sir.an dibaha.� tenUUlg ha! yang ber!caitan dengan tindak 

pidana illegal logging yang salah satu ndalah m<liakukan kegiat:!ll mengaugkut basil 

hutan tanpa surat keterangan sahny:: hasi: hut3n sebageimana diorur dafam Pasal 78 

oyat (7) Undo.ng-Und11ng Nomor 19 Tohun 2004 Tentang Penetapan Peratn.-an 

Pemcrimah Peogganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tcn•ani: Perubahan Atas 

Undnng-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kebutanan Menjadi Undaug

Undang. 

3 Ibid, hal. 14. 
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Sebagai suatu perbuatan pidana maka pada dasamya tindak pidlina membaYla 

mengangkut basil hutan tanpa surat keterangan sahnya basil hutan ada!ah meliputi 

suatu pelangg:iran terhadap sistem administrasi pengangkutan hutan. Sebagai suatu 

bentuk sistem adminlsttasi pengangkutan hutan maka pada d11Samya pembentuk 

undang-undang memiliki kepentingan dalam bal mengatur pemberian sanksi pidana 

bagi pelaku yang mengangkut basil hutan tanpa surat keterangl'.ll sahnya basil butan. 

Apabila ditelaa.'1 suatu mjuan menda..<ar diterapkannya sanksi pidaua bagi pclalrn 

mcngangkut basil hut.an tanpa swat ketcrangan sahnya hasil huum adalah w1!:'.ik 

mengantisipasi terjndinya tindak pidarui illegal logging se!:iagai p-;:rbuatan utama yang 

dapat mer.isak huun. Dengan adanya perbuatan utama bernpa linrlllk pidana illegal 

logging maka hal lainnya yang berhubungan dengan tindak pid:ina tersehut dapat 

dike11:Wm sanksi pidana. tennasuk men�anglrut basil huta.'1 tanpa surai ke1crarga.'l 

sahnya basil hutan. 4 

,.,dapun fllktor penyebah pembalakan liar adalah pembalakan WJtuk 

mcndapatkan kayu dan alih fungsi hilian untuk kegunaan lain, seperti perkebu.nan, 

pertanian dan pemukiman. Seiring berjalannya vr.J..1U pertambahan penduduk dari l>.ari 

ke hari se:nakin pesat seh.iligga meuyebabkan tekanan kebutuhan akan tempat tinggal, 

pohon-pohon dit<!bang unt11k dijadikan tempat 1inggal aL'lupun dijadikan lahan 

pertanien. 

' Marµaung. Ltden, Tlndak Pldana Terhfldap Huta1• H<l!lil Hutcn don Sarwo, Erlangg� 
Jakana, 2000, hal. 44. 
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